
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS

NOMOR : 707 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS TAHUN 2019 – 2023

Menimbang : a. Untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan
dan sebagai alat mengukur keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas
dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam Surat Keputusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47
Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
– Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang–undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas   Undang–
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional

6. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
dan Perijinan Rumah Sakit

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan
Layanan Umum Daerah

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.
01.07/Menkes/474/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum
Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo
Kendari

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;



13. Rancangan Awal Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023

14. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 653 Tahun
2010 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2019 – 2023

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
digunakan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan
kegiatan baik semester, tahunan maupun lima tahunan

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapannya maka akan
dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal
Direktur RSUD Bahteramas

dr. M. Yusuf Hamra, M.Sc, Sp.PD
NIP. 197511162002121003



Lampiran : SK Direktur RSUD Bahteramas

Nomor : 707 Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama RSUD Bahteramas Tahun 2019-2023

NO
SASARAN
STRATEGIS

NO
URAIAN

INDIKATOR
KINERJA

TARGET INDIKATOR KINERJA

2019 2020 2021 2022 2023

1.

Terwujudnya
efisiensi dan
kualitas pelayanan
kesehatan sesuai
standar akreditasi

1.

Persentase
elemen penilaian
akreditasi rumah
sakit yang
memenuhi
standar akreditasi

100% 85% 88% 90% 95%

2.

Terwujudnya
integrasi pelayanan,
pendidikan dan
penelitian  yang
bermutu

2.

Persentase
elemen penilaian
akreditasi rumah
sakit pendidikan
yang memenuhi
standar akreditasi

79% 79% 85% 85% 90%

3.

Terwujudnya
pelayanan unggulan
dan pengembangan

3.
Jumlah
pelayanan
unggulan

2 2 2 2 2

4.
Jenis
pengembangan
pelayanan

1 2 3 3 4

4.

Terwujudnya
kualitas tata kelola
rumah sakit yang
profesional,
integritas dan
beretika

5.
persentase
capaian target
kinerja unit

81% 81.5% 82% 82.5% 83%

6.

Presentasi  SDM
yang
mempunyai
kompetensi
sesuai
persyaratan

35% 50% 75% 85% 95%

7.
Indeks Budaya
Kinerja

65% 67% 69% 70% 73%

5. Terwujudnya
sistem   jaringan

8.
Persentase MoU
rujukan aktif

100% 100% 100% 100% 100%



rujukan  yang
efektif

6.

Terwujudnya
efisiensi dan
efektifitas anggaran

9.

Persentase
pendapatan
terhadap biaya
operasional

1.25% 1.23% 1.23% 1.22% 1.22%

10.

Opini atas audit
eksternal 82 84 86 88 90

7.

Terwujudnya
pelaksanaan
standar pelayanan
minimal (SPM) RS

11.

Persentase
indikator Standar
pelayanan
Minimal yang
mencapai target

74% 81% 87% 93% 100%
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